
KEMENTEzuAN PENDIDIKA]'{ DAN KEBUDAYAAN
DTREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan.lenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
Telp. : (021) 5794610r Fax. : (021) 57946104

Laman : lvivr.v.dikli.eo.i d

SURAT EDARAN
NOMOR 1 94/E, E3/AK|201 4

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN DAN AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah | - XIV
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di l ingkungan Kementerian lain

dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal
10 Agustus 20'12, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendir ian Perguruan Tinggi dan izin
penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012
dinyatakan tetap berlaku.

2. Berhubung izin pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tetap
berlaku maka berdasarkan pasal 60 ayat 4 UU No. 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi yang telah
memperoleh izin pendir ian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka
1 dan izinnya masih berlaku serta Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi, dinyatakan
memenuhi standar minimum akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014.

3. Dalam rentang waktu antara penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014
sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perguruan Tinggi tersebut wajib mengajukan surat
permohonan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan
melampirkan izin pendir ian Perguruan Tinggi.

4. Setelah tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi
Perguruan Tinggi tidak mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT, izin
pendir ian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.

5. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang ke BAN-PT dalam
rentang waktu penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana
dimaksud pada angka 3, wajib mengajukan dokumen usulan Akreditasi Insti tusi Perguruan Tinggi
(AIPT) secara lengkap kepada BAN-PT dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal 10 Agustus 2014.

6. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT dalam rentang
waktu 5 ( l ima)tahun terhitung sejaktanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka
5, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT, maka status akreditasi Perguruan Tinggi
tersebut tetap berlaku sampai hasil  akreditasi diterbitkan.

7. Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014, Perguruan Tinggi
t idak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 5,
izin pendir ian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.

S.Perguruan tinggi .
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B' Perguruan t inggi  yang memperoleh iz in pendir ian setelah tanggal  10 Agustus 2012 dinyaiakan
memenuhi standar minimum akredi tasi  yang ber laku selama 5 ( l ima) tahun sejak tanggal  iz in
diterbitkan dan wajib mengajukan dokumen usulan akreditasi ulang kepada BAN-pT.

9' Dalam rentang 5 ( l ima) tahun terhitung sejak tanggal izin diterbitkan, sebagaimana dimaksud pada
angka I terlampaui, tetapi Perguruan Tinggi t idak mengajukan dokumen usulan AlpT kebada
BAN-PT, izin pendir ian perguruan Tinggi tersebut dicabut.

10. Perguruan Tinggi  yang telah mengajukan surat  permohonan akredi tasi  u lang kepada BAN-pT
SehaOaimana dimekcrrd nar l :  ana?a ? a+arr  +alah *^-^^i , , r ,^-  )^t- . ,auuqvq'r tqrrq u, , , ,e, \€uq yqus ar r$kO 3, atau telah mengajukan dokumen usulan AlpT
sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 8,  tetapi  akredi tasinya belum di tetapkan oleh
BAN-PT maka:

a h:ni  Fornrrrr  r rs'  psv,  I  E,vu,"dn Tinggi  yang belum memperoleh akredi tasi  d inyatakan sedang berproses untuk
akreditasi  dan tetap dapat memberikan i jazah sampai dengan status akreditasi  di terbi tkan atau
ditetapkannya Peraturan Menter i  tentang akreditasi

b '  bagi  Perguruan Tinggi  yang telah memil ik i  akredi tasl  d inyatakan tetap memit ik i  status yang
ta i  Id.

11'  Surat  Edaran in i  d i terbi tkan sambi l  menunggu penerbi tan Peraiuran Menter i  pendidikan dan
Kebudayaan tentan g Akred i tasi  pendidikan Ti n ggi.

Surat Edaran ini  disampaikan untuk di laksanakan sebagaimana mest inya oleh pTN dan pTS
Kepada Koordinator Kopert is mohon agar menyampaikan surat edaran ini  kepada pTS yang
bersangkutan di  wi layah kerjanya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. . :-_..;i=... :rl:.;,
'ir,..'  I  2S' 'F,ebruari ZA14

'  Pl t l  b i rektur Jenderat  pendidikan Tinggi

.  1 95309091 978031 003
Tembusan :
1.  Menter i  Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menieri pada Kementerian' lain dan Ketua Lembaga pemerintah yang terkait;
3.  Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4.  Dir jen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham;
5. Para Pejabat Eselon I  d i  l ingkungan Kemdikbud;
6,  Ketua Badan Akredi tasi  Nasional  perguruan Tinggi ;
7. Sekretaris dan Para Direktur di l ingkungan Dit jen Dikti ;
8.  Para Atase Pendidikan di  Luar Neaer i .
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